ENGLISH translation below:

Pidato Confederation Of Indonesia Trade Union ( KSPI ) dari Indonesia                                            Pada Sidang ILO ke 101
Pertama – tama kami dari Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia, khususnya KSPI mengucapkan selamat kepada pimpinan sidang yang terpilih sebagai pimpinan sidang ILO yang ke 101. Selanjutnya perkenankan kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Bro Guy Rider yang telah terpilih sebagai Direktur Jendral ILO yang baru, dengan harapan di bawah kepemimpinannya ILO menjadi lebih maju dan menciptakan rasa keadilan dan perlindungan kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya di seluruh dunia.
Indonesia adalah Negara dengan populasi 237 juta penduduk dan Negara muslim terbesar. Indonesia adalah anggota G20 dengan GDP 7508 triliun rupiah dengan peringkat ke 17 dari 190 negara di dunia. Meskipun dalam prakteknya sungguh merupakan hal ironis karena 90% dari total GDP hanya dinikmati oleh 10% warga negara kaya, sedangkan upah buruh Indonesia hanya menduduki peringkat ke 68 dari 100 negara yang telah disurvey ILO dengan rata – rata upah minimum hanya US $ 120 per bulan.

Indonesia dan banyak Negara berkembang masih menganut kebijakan upah murah untuk menarik Investasi, sehingga  sangat kontradiktip dan mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan, yaitu di tengah bergelimangnya nilai GDP di Negara berkembang ( khususnya Indonesia dengan peringkat GDP nya no 17 di seluruh dunia dan termasuk katagori Negara mendekati kaya ) tetapi upah buruhnya rendah ( hanya $ 120 per bulan ) yang hanya cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya selama 18 hari dalam sebulan dan 12 hari sisanya harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Upah yang rendah di Negara berkembang inilah yang menciptakan lingkaran kemiskinan bagi buruh. Oleh karena itu kami menyerukan kepada ILO untuk mendesak Perusahaan MNC’S ikut bertanggung jawab memberikan upah layak ( bukan upah murah ) kepada para buruh di Negara berkembang. Upah murah yang diberikan oleh MNC’S dan Investor ketika menanamkan modalnya di Negara berkembang adalah sebuah eksploitasi pemilik modal kepada buruh, termasuk upah murah untuk guru honorer dan di perparah dengan kebijakan pemerintah yang pro upah murah tersebut. Eksploitasi ini makin terasa bagi buruh di Negara berkembang ( termasuk Indonesia ) dengan diberlakukannya sistim precarious work / out sourcing dan minimnya social protection floor, precarious work / out sourcing membuat lingkaran kemiskinan semakin panjang dan dalam. 
Precarious work adalah buruh tanpa jaminan sosial, tanpa jaminan kesehatan dan jaminan pensiun yang memadai, upah murah, mudah di PHK, tanpa masa depan dan eksploitasi pemilik modal kepada buruh, pekerja precarious work adalah sama menderitanya dengan orang yang tertindas saat perang dunia, karena orang menderita saat perang duniapun tanpa masa depan, tanpa jaminan sosial, dan tidak ada pendapatan. Precarious work / out sourcing sama dengan perang dunia, sama menderitanya. Di seluruh dunia jumlah buruh Precarious work terus meningkat dan Negara / Pemerintah tidak berdaya untuk menahan lajunya. Di Indonesia Precarious work / out sourcing pada industri capital intensif berjumlah 47% dan di industri labour intensif berjumlah 80%, begitu pula di Negara lainnya. Precarious work menyebabkan density anggota serikat pekerja menurun, tidak bisa terlaksananya social protection floor, pekerja muda akan makin banyak kehilangan pekerjaan karena hanya kontrak kerja pendek, dan tidak ada lagi job security dan income security.
Di Indonesia, gerakan serikat buruh yang tergabung di Action Committee Of Social Security                  ( KAJS ) telah berhasil melakukan reformasi Jaminan Sosial di Indonesia dan telah disetujui oleh Pemerintah dan Parlemen Indonesia yaitu pemberian Jaminan Kesehatan Universal Coverage, Jaminan Pensiun Wajib, Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian, hal ini sangat membantu untuk memberikan perlindungan bagi buruh Indonesia, termasuk buruh precarious work / out sourcing.
Oleh karena itu kami menyerukan kepada sidang ILO ini untuk memutuskan bahwa pada sidang ILO ke 102 harus dihasilkan sebuah rumusan ILO Convention tentang Against Precarious Work and jalankan Decent Wages, kalau tidak ada ILO Convention ini maka dunia telah membiarkan rantai kemiskinan terus makin dalam seperti menderitanya kita ketika perang duni. Bahka “ Agus “ seorang pekerja Precarious Work di Sidoarjo, Indonesia telah dipenjara selama 3 bulan ( hingga saat ini masih dipenjara ) karena sedang berjuang melawan precarious work dengan demonstrasi tapi dilaporkan oleh Bupati Sidoarjo ke Polisi sehingga “ Agus “ anggota Serikat Pekerja KSPI sampai mendekam di Penjara. Dimana keadalian? Dimana rasa kemanusiaan?.
Kita semua yang sedang bersidang di ILO ini harus menjawabnya, agar memastikan tidak ada lagi “ Agus “ lain di seluruh dunia yang dipenjara atau ditembak karena sedang berjuang melawan precarious work, Implementation Decent Wages, and Social Protection Floor. Selamatkan dunia termasuk mewujudkan Employment Service dan Skill Development dalam Persfektip Social Partnership.
Akhirnya kami mendukung Perjuangan Buruh di FIJI untuk mendapatkan Demokrasi 

Terima Kasih

Said Iqbal

Presiden Confederation Of Indonesia Trade Union ( KSPI )

Speech from Confederation Of Indonesia Trade Union ( KSPI ) from Indonesia                                            at ILC 101

First of all, we are from Indonesia Trade Union, especially KSPI, would like to congratulate to Chairperson to lead this ILC 101 meeting. We also would like to congratulate and success to brother Guy Ryder who has been elected to be new General Director ILO and we do believe  that ILO will be step ahead and create a sense of justice and the protection of the welfare of the workers and their families around the world. 
Indonesia is one of big country with 237 Millions population and Indonesia also the biggest Moeslim country. Indonesia is member of G-20 countries with GDP about 7,508 Trilyun Rupiah or 834 Billion USD and number 17 from 190 countries in the world but it’s very ironic because 90% of GDP only enjoyed by 10% of wealth people and also wage of workers is number 68 of 100 countries that surveyed by ILO with average minimum wage only USD 120 per month. 

Indonesia and many developing countries still using low wages policy to get investors and it’s very contradictive and also disturbing sense of justice and humanity, which is in the big of the GDP in developing countries (especially Indonesia with its GDP ranking No. 17 in the world and also in the category of to be rich country) but wage are still low (only $ 120 per month). The average of wage only sufficient to support worker and family for 18 days a month and 12 days remaining in debt to meet their basic needs. Low wages in developing countries create the cycle of poverty for workers. We therefore call upon the ILO to urge the company partly responsible for MNC'S provide a living wage (not low wages) to workers in developing countries. Low wages offered by MNC's and investors when investing in developing countries is an owner of capital to labor exploitation, including low wages for part time teachers and compound by government policies that are pro cheap wages. Exploitation of workers is increasingly felt in developing countries (including Indonesia) with the enforcement system of precarious work / out sourcing and the lack of social protection floor. Precarious work / out sourcing make the longer the cycle of poverty.
Precarious work is a labor without any social security, no health insurance, no adequate pensions, low wages, easy on the layoffs, no future and also exploit of capital to labor. Precarious workers are suffering same as the oppressed people of the world war, because people suffered during the world war was no future, no social security, and no income. Precarious work/outsourcing is the same as the world war and same suffering. Around the world, the number of precarious workers continues to increase and the State/Government are powerless to stop the increasing. Precarious work in Indonesia in the capital-intensive industries amounted to 47% and in labor intensive industries amounted to 80%, as well as in other countries. Precarious work led to declining union membership density, not implement of social protection floor, more and more younger workers will lose their jobs because only short employment contracts, and no more job security and income security

In Indonesia, Trade Union movement and also CSO that unite in Action Committee Of Social Security (KAJS) has been succeed to reform Social Security System in Indonesia and this new law has been agreed by Government and Parliament that new Social security system are Universal Health insurance coverage, Pension, Working Accident Insurance, Old Age Insurance  and Life insurance. This new law is very helpful to protect Indonesian Workers including precarious and or outsource workers.  

Within this important ILO conference we propose to this meeting to make decision in 102 ILC next year, we can produce draft of ILO convention about Against Precarious Work and implement of Decent Wages. If there is no this ILO Convention, we just let the chain of poverty to be worse and we will be suffered and the condition will be the same as we are in World War. Even “Agus“ a young trade union leader and outsource worker (precarious) in Sidoarjo, Indonesia, go to jail for 3 months and still in jail now because he is struggling with a demonstration against precarious work, but reported to police by Regent/local government of Sidoarjo and now "Agus" union members of KSPI stay in prison. Where is justice? Where is the humanity?
We are all being met at this ILO meeting should answer this, to make sure there are no longer "Agus" around the world who were jailed or shot because he was fighting against precarious work, Implementation Decent Wages, and Social Protection Floor. Save the world and realize Employment Service and Skill Development in the Social Partnership Persfektip

Finally, we support the Labor Struggle for Democracy in FIJI.  

Thank you
Sincerely yours

Confederation Of Indonesia Trade Union (KSPI)
Said Iqbal

President 

